
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUS}T KO}IISI PEI4ITIHAN U}fi'il
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEI{ETAPAN TEMBAGA PEMAI{TAU DALAM
PEMITIHAN UMUM GUBERI{UR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2OO8

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NI'SA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
sesuai ketentuan Pasal 65 ayat 2 huruf (e) serta Pasal 113 ayat (3)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penebpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tenbng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sefta Pasal 115 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tenbng
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tenbng Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan tugas dan
wewenang serta kewajiban KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penehpan Pemantau
untuk Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2008.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tenhng Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 425t), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Urfang-Undarq I'lomor 2 Tahun 2008 tenEng Fartai Polttik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2006 tentang Penehpan Peraturan Pemerintahan PengganU
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah" dan Deraan
Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor affil);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republ'ik Indonesia Nomor a389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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sebagairnana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor I Tahun 2005
tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tenbng perubahan atas Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang'Undarq Nomor 22 Tahun 2007 tentang pnyetenggara Pemilihan
Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72L);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005
tenbng perubahan ahs peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tenbng Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4480) dan
kraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
perubahan kedua ahs Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4719);

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan
Tata Kefia Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang kode
etik pelaksana Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan ladwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan

l(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelengggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
26 Tahun 2007 tenbng Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Guhmur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahgn 2008, sehgaimana telah diubh tsakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.8 Tahun 2008

tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

t2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tengara Barat
Nomor 29. A tahun 2007 tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 24 Maret 2008

MEMUTUSKAN:

Lembaga yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan memenuhi
syarat menjadi PEMANTAU pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakl
Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

l'ffi fdn kewajtban Femanbu sebagaimana tertrdpat datam Keputusan Konrist
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.A Tahun 2007
Tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Nusa
Tenggara Barat Tahun 2008.

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIT{A

Kepada Lembaga Pemantau s€bagaimana yang dimaksud pada DiKum
PERTAMA diberilon sertifikat akreditasi Pemantauan Pemilihan Umum Gubemur
dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Dalam melaksanakan Pemantauan, Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara
Barat memberikan tanda pengenaylD Card.

Keputrsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengEn ketenhran apabib
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Mab@rn
pada tanggal : 24 Maret 2008

UMUM
BARAT

FIKRI

(,

ai

!



Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi NTB
Nomor 40 Tahun 2008

NO LEMBAGA PEMANTAU ALAMAT KETERANGAN

1

2.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
(JPPR)

Lembaga Pemantau Pilkada dan Pemilu
Serikat Wartawan Indonesia (LP3SWI)

lL. Telex No. 3 Karang
Bedil Mataram

Jl. A. Kadir Munsyi IV13
Punia Kota Mataram

Terakreditasi

Terakredibsi

Ditetapkan di : Mabram
pada tanggal : 24 Maret 2008

UMUM
TENGGARA BARAT
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a



s.!_)lLIsr

a

t

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

KOMI RA BARAT

BERNUR

I

P
uN 2008

Mataram, 24 Maret 2008

KETUA,
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II II

H. MAHALLY FIKRI

DENGAN INI MEMBERII(AN:

I I

KEPADA:

I

JPPR
(JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT )



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINST NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2OOg

KOMI RA BARAT

DONESTA)

BERNUR

Mataram, 24 Maret 2008

KETUA,

ttd.

H. MAHALLY FIKRI
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KEPADA:

LP3SWI


